Daftar Informasi Publik Dikecualikan Yang Habis Jangka Waktu Pengecualian Bawaslu Kota Bontang

NO

Informasi

(Berisi Informasi Tertentu yang

akan Dikecualikan)

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekkuensi/Pertimbangan bagi Publik

(Berisi uraian Konsekuensi/Pertimbangan)

Dibuka Ditutup

Jangka Waktu

(disebutkan jangka
Waktunya)

Link

Berkas

CALK Prov. Kaltim Tahun (Audited)

2022

1. Pasal 30 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara 2.
Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan
Umum

2. Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara

3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keungan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Data Laporan dapat dilihat
saat ada Audit

1 (satu) tahun

https://drive.google.com/file/d/1wQZ3iwghjGoc
FcropBGkXm9ExckVH1rh/view?usp=drive_link

Daftar Aset dan Investasi

1. Pasal 30 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara 2.
Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan
Umum

2. Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara

3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keungan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Data Laporan dapat dilihat
saat ada Audit

1 (satu) tahun

https://drive.google.com/file/d/1PC6FPeqJ_Ws
evIEsSLFXpCGsKk8zfygxW/view?usp=sharing

RKA Tahun 2022

1. Pasal 30 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara 2.
Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan
Umum

2. Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara

3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keungan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Data Laporan dapat dilihat
saat ada Audit

1 (satu) tahun

https://drive.google.com/file/d/1PC6FPeqJ_Ws
eVIESLFXpCGsKk8zfygxW/view?usp=drive_lin
k




DIPA Tahun 2022

1. Pasal 30 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara 2.
Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan
Umum

2. Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara

3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keungan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Data Laporan dapat dilihat
saat ada Audit

1 (satu) tahun

https://drive.google.com/file/d/141dhIXdOWqG-
eFOxcpifAW2X1nSSmfw0/view?usp=sharing

NERACA Tahun 2021 s.d 2022

1. Pasal 30 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara 2.
Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan
Umum

2. Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara

3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keungan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Data Laporan dapat dilihat
saat ada Audit

1 (satu) tahun

https://drive.google.com/file/d/1SGjacgrp4jpcl-
prMZQADUzapQ5US91P/view?usp=drive_link

RKAL Tahun 2023

1. Pasal 30 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara 2.
Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan
Umum

2. Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara

3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keungan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Data Laporan dapat dilihat
saat ada Audit

1 (satu) tahun

https://drive.google.com/file/d/16ywKf6RgG03fb
yb7u-uLX-ltg1QiXcBk/view?usp=sharing

Laporan Keuangan Tahun 2023

1. Pasal 30 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara 2.
Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan
Umum

2. Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara

3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keungan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Data Laporan dapat dilihat
saat ada Audit

1 (satu) tahun

https://drive.google.com/file/d/1QtIYHMQfS9Ke
iG1TyC9Rc_hd60Qs_1wilview?usp=sharing

DIPA Tahun 2023

1. Pasal 30 ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara 2.
Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan
Umum

2. Pasal 17 ayat (1) dan Tanggung jawab Keuangan Negara

3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keungan Badan Layanan Umum 4. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Data Laporan dapat dilihat
saat ada Audit

1 (satu) tahun

https://drive.google.com/file/d/13EWdB50VLZ]
BD06Jrxq4u0To4VouXwTy/view?usp=drive_lin
k




PUTUSAN SENGKETA PEMILU 2019 SALINAN

Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat
diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

habis jangka waktu pengecualian
sebagai informasi terbuka

5 (lima) Tahun

https://drive.google.com/file/d/12EoBkdYpm7g2
vzvT6InOCGtK7qglZVpUolview?usp=drive_link




